WEUTARA
NOMOR 01 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN
DESA DAN KELURAHAN

Diterbitkan Oleh

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
. KABUPATEN. KONAWE{UTARA |




s _:‘_&

passs

PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

NOMOR 01 TAHUN 2009
TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANS MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
T Pemerintah Daerah, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor
72 Tahun 2005 tentang Desa dan
Peraturan  Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang
Kelurahan, maka perlu dilakukan
penyesuaian-penyesuaian  berdasarkan
Peraturan Perundang — Undangan yang
berlaku; |
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Mengingat

b. Bahwa berdasarkan peftimbangan huruf

[

“ a “ tersebut di atas, maka perlu
ditetapkan dalam Peraturan Daerah

- tentang Tata Cara Pembentukan Desa

L

dan Kelurahan;

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah ( Lembaga
Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubzh
dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-undang Nomor 3
Tahun 2005 tentang Perubahan atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2005
Nomor 38, tarnbahan Lembaran Negara
Republik iIndonesia Nomor 4493 );

. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004

tentang  Pembentukan  Peraturan
Perundang - undangan ( iLembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004
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6. Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 188,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 45870 ;

7. Peraturan ~ Pemerintah Republik
Indonesian Nomor 73 Tahun 2005
tentang Kelurahan {Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan
Lembaran Negara Repubiik Indonesia
Nomor 4588 );

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Ri
Nomor 10 Tahun 1984 tentang
Penetapan Batasan Wilayah Desa /
Kelurahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI
Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan
Pertanggunglawaban Penyelenggaraan
Pemerintah Desa;
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10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl
Nomor 36 Tahun 2007 tentang
Pelimpahan  Urusan  Pemerintahan
Kabupaten / Kota Kepada Lurah;

'11. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI
Nomor 37 Tahun 2007 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl
Nomor 38 Iahun 2007 tentang
Kesjasama Desa;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl
Nomor 66 Tahun 2007 tentang
Perencanaan Pembangunan Desa;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI
Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan atas
Penyelenggaraan Pemerintah Desa;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Rl
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian
Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala
‘Daerah dan Kepala Desa.
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA
, DAN
BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATE®
KONAWE UTARA TENTANG TATA CAR/
PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara;

Z. Kepala Daerah adalah Bupati Konawe Utara;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerat
sebagai Unsur Pelaksana Penyelenggara Pemerintah Daerah;

4. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan
Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut

asas Otonomi dan tugas pembantu dengan prinsip

Pembentukan Desa dan Kelurahan : 5




Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara
Republik Indonesia Tahun1945; 5

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah yang sefanjutnya disebut Perda dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara;

7. Kelurahan adalah Wilayah Keria Lurah sebagai Perangkat
Daerah Kabupaten dalamwilayah kerja Kecamatan;

8. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya
disebut Desa adalah Kesztuan Masyarakat Hukum yang
memiliki kewenangan unfuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati
dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

9. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain,
adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintah Desa

10.Pemerintah Desa adslah penyelenggara unsur
Pemerintah oleh Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus
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kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul
dan adat istiadat setempat yang diakui dan dlhormatl
dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republlk
Indonesia; "

11.Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan
nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga
yang merupakan perwujudan demokrasi dalam
penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai unsur
penyelenggara Desa;

12.Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan
yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa;

13.Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa
baru dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau
bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari
satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau
pembentukén desa di luar desa-yang telah-ada;

14.Penataan Desa adalah tindakan menata satu wilayah desa
sehingga mengakibatkan terbaginya wilayah desa dalam
beberapa Dusun;

15.Batas Alam adalah Penggunaan unsur alam seperti
gunung, sungai, pantai, danau dan lain sebagainya yang
dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas wilayah Desa;

i Pembentukan Desa dan Kelurahan : 8




16 Batas Buatan adalah Penggunaan unsur buatan manusia
Seperti pilar batas, jalan, saluran irigasi, dan lain
sebagainya yéng dinyatakan atau ditetapkan sebagaii
batas wilayah Desa; '

17 Jabatan Kepala Desa adalah Seseorang yang memangku
jabatan berdasarkan pemilihan sampai berakhir masa
jabatannya sesyaj waktu yang telah ditentukan;

18.Pejabat Kepala Desa adalah Seseorang yang memangku
jabatan Kepala Desa hanya bersifat sementara;

19.Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang berhak
untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Desa

20.Lembaga Kemasyarakatan atay yang disebut dengan
mama lain, adalah lembaga yang dibentuk oleh
Mmasyarakat sesuaj dengan kebutuhan dan merupakan
mitra  Pemerintah Desa  atau Lurah dalam
memberdayakan masyarakat,




BAB Il
PEMBENTUKAN DESA
Bagian Pertama
TUJUAN DAN KEWENANGAN

Pasal 2

{1). Desa dibentuk bertujuan untuk meningkatkan

pelayanan masyarakat guna mempercepat terwujudnya

kesejahtraan masyarakat;

{2). Desa dibentuk atas dasar prakarsa masyarakat dengan

3).

(2).

memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya
masyarakat setempat; ’

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal
{1) dapat berupa, penggabungan beberapa desa, atau
lebih, dan pembentukan desa di luar desa yang telah
ada; :

Pasal 3

Desa dibentuk dengan Peraturan Daerah atas usul
Kepala Desa melalui Camat;

Tidak dibenarkan rencana Pembentukan Desa baru
dilakukan atas inisiatif seseorang atau kelompok
tertentu secara tidak prosedural;
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3. Bupati dapat menolak apabila terdapat usul
pembentukan desa baru tidak sesuai dengan
perundangan yang beslaku; RS

Bﬁan Kedua
SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN
Pasal 4

Pembentukan Desa sebagﬁnana yang dimaksud pasal 2 Ayat
{1} dan (2) Peraturan Daesah ini harus memiliki syarat;

- @ Jumiah penduduk paling sedikit 750 jiwa atau 90 KX;

B. Luas wilayah yang terangkau secara berdaya guna dan
berhasil  guna dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintah, Pembangunan Desa, Pemberian pelayanan
dan pembinaan masyarakat;

€ Bagian Wilayah Kerja yang memiliki jaringan
perhubungan dan /ataukomunikasi antar wilayahkerja;

d. Tersedianya Sumber Daya, Perangkat Desa, dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa;

€. Tersedianya atau kemungkinan tersedianya saran dan
prasarana;
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Pasal 5

{3 Dalam pembentukan Desa perlu mempedomani pola

i3ta desa yang memungklnkan kelangsungan dan
k=lancaran perkembagan Desa sesuai dengan tata
pemerintahan Desa, tata kehidupan masyarakat, tata
ruang fisik Desa dengan memperhatnkan dan
mempertahankan kelestarian lingkungan;

Dalam wilayah Desa dapat dibentuk Dusun atau
sebutan lain yang merupakan bagian wilayah kerja
pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan
Desa;

Pembentukan Dusun minimal didukung 3 (tiga) RT, dan
tiap RT minimal didukung 10 (sepuluh) KK;

Pedoman dalam penvusunan Peraturan Desa
ditetapkan dalam Peraturan Bupati; '

Bagian Ketiga
PENGEMBANGAN DAN PENGHAPUSAN DESA
Pasal 6

Desa yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak
lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pasal 4, dapat digabung dan /atau dihapus;
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(223

Penggabungan dan  /atau pengﬁapusan Desa
- sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus
Mn terleblh dahulu antara Kepala Desa, s
BP0, dan maqatakat

Pasal 7

. Apabila dipandang perlu sesuai hasil penilaian Tim

Evaluasi Pembentukan Desa, dapat dilakukan
penghapusan dan/atau penggabungan Desa tanpa
melalui usulan Desa, dengan pertimbangan ;

a. Tidak terpenuhinya lagi syarat-syarat pembentukan
Desa sebagaimana dimaksud pasal 4;

B. Kemungkinan pengembangan Desa utamanya yang
berkaitan dengan jaminan kesejahtraan masyarakat
Desa tidak dapat di tingkatkan;

—-c—Kewenangan- Desa untuk mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat setempat tidak dapat 4
dilaksanakan.

Tim Evaluasi Pembentukan Desa terdiri dari ;........ 3 oo
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-

Baglan Keempat

PEMGGABUNGAN BAGIAN DESA YANG BERSANDINGAN

Pasal 8

2 { dua ) Desa atau lebih yang baglan wiiayahnya
bersandingan dapat dibentuk 1 (satu) Desa;
Pmnbangan bagian Desa yang bersandingan
sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilakukan atas
persetujuan bersama antara Pemerintah Desa dan
Masyarakat Desa yang bersandingan;

Bagian Kelima
PEMEKARAN DESA
Pasal 9

Desa yang telah mencapai jumlah penduduk lebih dairi
2.500 jiwa atau 200 KK dan kurang tercapainya tujuan
sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan
Daerah ini dapat dilakukan pemecahan, sepanjang
Desa hasil pemekaran dan Desa induk tetap memenuhi
syarat sebagaimana dimaksud pasal 4;
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- Memekaran Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat
{2) dilakukan atas persetujuan bersama antara
masyarakat Desa dengan Kepala Desa dan BPD; |
Pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat

2] tahun Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Bagian Keenam
PEMBENTUKAN DESA DI LUAR DESA YANG TELAH ADA
Pasal 10

#2). Desa dapat dibentuk di luar Desa yang telah ada;

$2). Pembentukan Desa yang sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) berupa perubahan status  Eks Pemukiman
Transmigrasi ( UPT ) menjadi Desa vang Pembentuk
Desa hasil resatelment;

3). Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2)
t=tap berpedoman ‘pada Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;

1) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5
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BAB Il
PEMERINTAH DESA

Bagian Pertama
PERANGEAT DESA

Pasal 11

f1). Di Desa dibentuk Pemerintah Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa yang merupakan Pemerintah
Des3;

{2). Pemerintah Desa sebagimana yang dimaksud pada ayat
{1) terdiri atas Kepala Desa dan Perangkat Desa;

{3). Pesangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat {2)
seedini dari Sekretaris danPerangkat Desa lainnya;

J8) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) terdiri atas;
a. Sekretaris Desa;
b. Pelaksana Teknis Lapangan
¢ Unsur Kewilayahan

{5). Pengangkatan Perangkat Desa bagi Desa yang baru
dibentuk ditetapkan demgan Keputusan Pejabat Kepala
Desa dengan pedoman pada Peraturan Perundang-
undangan yang berlakuy; &

§5). Sesunan Organisasi dam tata kerja Pemerintah Desa

ditetapkan dengan Peratwran Desa;
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Bagian Kedua
PEJABAT KEPAI.A DESA
' Pasal 12

. Mabatan Kepala Desa pada Desa yang baru dibentuk
dilaksanakan oleh pejabat Kepala Desa yang diusulkan
oleh Kepala Desa Induk dengan memperhatikan
aspirasi masyarakat Desa yang dlbentuk dan disetujui
oleh Camat;

Pengesahan pengangkatan pejabat Kepala Desa
dtetapkan dengan Keputusan Bupati; ‘
Pelantikan pejabat  Kepala Desa dilaksanakan
bersamaan dengan peresmian Pembentukan Desa;
Masa jabatan pejabat Kepala Desa adalah 6 (enam )
Bbulan dan hanya dapat diperpanjang untuk 6 (enam )
bulan berikutnya;

Bagian Ketiga
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA{BPD )

Pasal 13

BPD berkedudukan sebagai unsur penvelenggara—
h-ermhoesa,
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. Pembentukan BPD pada Desa yang baru dibentuk
Mu oleh pejabat Kepala Desa selambat
_va 2 (dua) bulan setelah pembentukan Desz

- Pembentukan BPD sebagaimana dimaksud ayat '2]
~ Barus berpedoman pada ketentuan perundang
~ wmdangan yang berlaku;

Bagian Keempat
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasai 14

.. Di Desa dibentuk Lembaga kemasyarakatan yang
‘ ditetapkan dengan Peraturan Desa;

§2). lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) mempunyai tugas membantu
m Desa dan merupakan mitra dalam

memberdayakan masyarakat;




BAB IV
ﬂmElANG DAN KEWAJIBAN DESA
Pasal 15

52 mempunyai hak: '

@& Menyelenggarakan Rumah Tangganya sendiri; _

B Melaksanakan Peraturan-peraturan dan Ketentuan-
k=tentuan dariPemerintah;

Desa mempunyai wewenang : :

@ Menyelenggarakan rapat Desa untuk membicarakan

masalah-masalah  penting yang  menyangkut
pemerintzhan, pembangunan dan kehidupan

masyarakat Desa;

5. Membina, meningkatkan, dan menggerakkan peran
serta masyarakat untuk melaksanakan pembangunan;

€. Melakukan pungutan dari penduduk Desa berupa
Bwan atau sumbangan untuk  keperluan
penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Desa dengan memperhatikan kemampuan Ekonomi

masyarakat yang bersangkutan, berdasarkan
peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3\ Desa mempunyai kewajiban :
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& Menjalankan  pemerintahan, Pembangunan, dan
Pembinaan Kemasyarakatan Desa, :

IH. Menyelenggarakan Admmlstrasn Pemenntah Desa; 7

¢ Meialadan tugas-tugas dari Pemerintah dan
Pemerintzh Desa; '

& Menjamin dan mengusahakan keamanan, ketertiban,
Sk=tentraman, dan kesejahtraan penduduk Desa;

& Memelhara tanah khas desa, usaha desa, dan
k=kayaan desa lainnva yang menjadi milik Desa untuk

#=tap berdaya guna dan berhasil guna;
£ Mencegah berkurangnya kekayaan dess;

BAB V
__ MEKANISME PEMBENTUKAN DESA
Pasal 16

{5). Pembentukan Desa harus dimusyawarakan terlebih
dahulu antara masyarakat, Pemerintah Desa dan BPD
yang dituangkan dalam keputusan Kepala Desa dengan
mempeshatikan syarat-syarat Pembentukan Desa;

o Usu ’eﬂ:enmkan Desa disampaikan oleh Pemerintah
Kepals Desa kepada Bupati dengan melampirkan ;
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Laporan hasil penelitian  dan ~ pertimbangan
- Pemerintah Desa tentang perlumya dilakukan:
pembentukan Desz; |
. Daftar yang memuat nama, luas wilayah, jumlah
- penduduk Desa Induk dan Desa hasil pembentukan;

& Batasbatas wilayh Desa yang telah ditetapkan:
secara permanen disertai berita acara pelacakan
batas dan penetapan tanpa batas;

@ Peta Wilayah Desa induk dan Desa yang dibentuk:
dialam bentuk standar;

& Usul Kepala Desa Induk tentang pengangkatan
peiabat Kepala Desa yang disetujuff dilaksanakani

Setelah menerima usulan Pemerintah Desa sebagaimana
Simaksud ayat (2) Bupati membentuk Tim Evaluasi
Pembentukan Desa yang anggotanya tendiri dari instansii
ferkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati guna
. melakukan evaluasi terhadap usulan Pemerintah Desa
‘tersebut;

8. Masl ewaluasi yang dilakukan oleh Tim dilaporkan
kepada Bupati. :
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'BABVI

BIAYA

Pasal 17
&n pros&s pembentukan Desa d:bebanu(an
2 yang bersangkutan.

BAB VI
PEMBENTUKAN KELURAHAN

Bagian Pertama
PEMBENTUKAN
Pasal 18
an dibentuk di Wilayah Kecamatan
an dibentuk bertujuan untuk meningkatkan
an masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi
ahan di Perkotaan guna mempercepat
a kesejahtraan masyarakat;
) an Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam
Wlmdmtbaupa
Wbeberapa Kelurahan; :
at bagian Kelurahan yang bersandingan;

n dari satu kelurahan memadu dua
natau lebih; . 7
sutusDesa menjadi ke{umhan :
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Pasal 19

dgibentuk dengan Peraturan Daerah; :
.. Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam
~§aﬁ(3) huruf a, huruf b, huruf ¢, dilakukan atas
| wsuf Larah kepada Bupati melalui Camat;
3 Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud padz
pasal 18 ayat (3) huruf d, dilakukan atas usul Kepalz

Desa kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Kedua
SYARAT-SYARAT PEMBENTUKAN

Pasal 20

. Pembentukan Kelurahan sebagaimana yang dimaksud dalan
gasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini haru

& Jumish penduduk paling sedikit 1.500 jiwa atau 150 KK;

& Luss wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dal
perhasil  guna dalam  rangka  penyelenggaraa
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberia
pelayanan dan pembinaan masyarakat;

© Bag wilayah kerja yang memiliki jaringan perhubunga
@an [ atau komunikasi antar wilayah kerja;

& Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan.




L
i Pasal 21

1 m Pembentukan Kelurahan perlu mempedomani pola
® Belushan yang  memungkinkan kelangsungan
=TI masyarakat kelancaran perkembi;gan' Kelurahan
BNE Sesuai asas Pemerintahan Kelurahan, tata kehidupan»
= tata ruang fisik kelumhan dengan
kar dan mempertahankan  kelestarian

I8
v

Bagian Ketiga
 PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN KELURAHAN
Pasal 22

WL Welurshan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya

i Wk lagi memenuhi persyaratan sebagamana dimaksud

1 pasal 20, dapat digabung dan /atau dihapus;

BB\ Pesggabungan dan/atau penghapusan  Kelurahan
 sebagaimana dimaksud  dalam ayat (1) harus

‘ @musyawarakan terlebih dahulu antara turah, Lembaga

. Kemasyarakatandan masyarakat;

3. Usul penghapusan dan /atau penggabmngan Kelurahan

~ seBagasimana dimaksud dalam  ayat(2) disampaikan

Lurah kepada Bupati melalui Camat;
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Bagian Keempat

GANBAG!AN KELURAHAN YANG
ﬂSANDINGAN

Pasal 23 '
wa) Kelurahan atau lebih yang bagian wdayahnya
'dapatdibentuk 1 (satu) Kelurahan;
an bagan Kelurahan yang bersandingan
dimaksud ayat (1) dilakukan atas
bersama antara masyarakat dalam wilayah
han yang bersandingan dengan Lurah dan
Kemasyaralkatan Kelurahan yang

Bagian kelima
PEMEKARAN KELURAHAN

Pasal 24

ahan dapat dimekarkan menjadi 2 (dua)
atau lebil;

Keluralan sebagaimana dimaksud ayat (1)
atas persetujuan bersama antara masyarakat
dumn Llwrah;

sa dan Kefurahan 25




Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1)
@n setelah mencapai palingsedikit S (lima)
Henggaraan Pemerintah Kelurahan;

i

b

Bagian Keenam
STATUS DESA MENJADI KELURAHAN
Pasal 25‘ |

e -

diubah atau disesuaikan statusnya menjadi

‘ berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa
W2 BPD demgan memperhatikan sarana dan

3n masyarakat setempat;

' status Desa menjadi Kelurahan sebagaimana

ssud ayat (1) memperhatikan persyaratan;

- SN

" penduduk;

¥asarana dan sarsna Pemerintahan;

ensi ekonomi, dan

lomdisi sosial budaya masyarakat;

= - , menjadi Kelurahan, Lurah dan perangkatnya
i dari Pegawai Negeri Sipil;




Pasal26

“ berubah memadl Keiurahan kekayaannyar
i k=kayaan daerah dan dikelolah Kelurahan yang
Wstan untuk kepentingan masyarakat setempat;

sebagai akibat perubahan status Desa
kelurahan  dibebankan pada  Anggaran
@an Belanja Daerah Kabupaten.

Bagian Ketujuh ,
BATAS DAN PEMBAGIAN WILAYAH
Pasal 27
m Perzturan Daerah sebagalmana dimaksud dalam
B Peraturan Daerah ini disebutkan Nama, Luas
¥ah, Jumiah Penduduk, Batas dan pembagian

h Kedurahan atay Lingkungan dari yang dibentuk;

~ pembagian mlayah Kelurahan disebut
atau sebutan lain sesuai kebiasaan

" -t i =

# oleh pemberian dana Kelurahan yang akan
harus mencerminkan ciri khas daerah

Lingkungan minimal dldukung 3 (tlga) RW,
RW didukung 15 ( Lima belas ) KK.




BAB VIl
- PEMERINTAH KELURAHAN

Bagian Pertama
KEDUDUKAN DAN TUGAS
Pasal 28 |
merupakan Perangkat 'Daerah Kabupaten :
dudukan di wilayah Kecamatan; '
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
~ olsh lurah yang berada dibawah dan
ab kepada Bupati melald Camat;
ama dimaksud pada ayat (2) diangkat
atas usul Camat, dari Pegawai Negeri Sipil;
arat Lursh sebagaimana dimaksud pada ayat
Jgolongan minimal Penata lli/c;
j2 minimal 10 tahun; ——
teknis di bidang Administrasi Pemerintah
i sosial budaya masyarakat setempat;
Pasal 29
m dimaksud dalam aasal 28 ayat (2')
tugas pokok menyelenggarakan urusan

1, pembangunan dan kemasyarakatan;

dan Relurchan e 28




w‘ sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
melaksanakan urusan pemermtah yang
shikan oleh Bupati; ,
pemerintahan sebagaamana tﬁmaksud pada
. {2) disesuakan dengan kebutuhan Kelurahan
mgan  memperhatikan  prinsip  efisiensi  dan
o akuntabilitas;
urssan Pemerintahan sebagaimana
pada ayat (2) disertai dengan sarana,

pembiayaan dan personil;
urssan  Pemerintahan sebagaimana
pada ayat (2) ditetapkan daiam Peraturan

gt dengan berpedoman pada Peraturan Menteri;

‘W

Pasal 30

sanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud
2, Lurah mempunyai tugas;

Pemerintahan Kelurahan;
Ilasnakat-

Kehntraman dan Ketertiban Umum;
Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum

Lembaga Kemasyarakatan.

dan Kelurahan : v ' ‘29




: Bagian Pertama B
~ KEDUDUKAN DANTUGAS e

B - .
siham terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan; | i
@t Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat

dari Sekretaris Lurah dan seksi-seksi
aknya 4 (empat) seksi serta jabatan

sanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan
dimaksud pada ayat  (2)
sawab kepada Lurah; ‘
iat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat
dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh
is Daerah Kabupaten atas usul Camat;

o

sbih ianjut mengenai struktur organisasi
kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada
dengan Peraturan Daerah Kabupaten.

30




Bagian Ketiga
Viaa TATAKERIA
Pasal32

tugas dan fungsinya, Lurak melakukan
Camat dan instansi Vertikal yang berada

Pasal 33

Satuan Kerja  Tingkat Kelurahan
ab memimpin damn mengkoordinasikan
tugas pokok dan fungsi masing-masing;

p Pimpinan Satuan Kerja di Kelurahan wajib
Bima dan mengawasi bawahannya masing-masing.

BAB IX
EETENTUAN PENUTUP
; Pasal 34

diatur dalam Peraturan Daerah ini akan

dengan Peraturan Bupati sepanjang
Pelaksanaannya.




Pasal 35 , 3
© Dmerzh ini mulai berlaku pada tanggal

setiap orang dapat mengetahuinya,
perundangannya. Peraturan Daerah ini
w2 dalam Lembaran Daerah kabupaten

: WANGGUDU
: 4 Mei 2009

WANGGUDY

'Mu
TREskz L 25 Mei 2009 e
- di=l e

UTARA TAHUN 2009




PENJELASAN

* ATAS
3 DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR TAHUN 2009

TENTANG
PEMBENTUKAN DESA DANEELURAHAN

|
mgen d@iterbitkaanya Peraturan Pemerintah  Republik
e h 72 teatan Desa dan Pemturan Pemerintah
a Momor 73 tentang Kelarahan, maka perlu
Wﬂhn yang ditetapkan dengan
Daerzh. amumnya vang mengatur Pembentukan
satsn-penyesuaian tersebat antara lain;
D " lﬂ:amk karena pemekaran transmigrasi,
esatemen atzupun karena alasan lam yang warganya
~ gluralissk, majemuk atau heterogen, maka otonomi desa
| i merupakan hak, wewenang danm kewaiiban untuk
L wr dan mangurus sendiri-urusanperaerintahan dan
Jl_- masyarakat berdasarkan asal usul dan nilai-

sesial budaya yang ada pada masyarakat setempat
‘ tumbuh dan berkembang mengikuti

1 desa itu sendiri;

m -ﬁatkan pelayanan masyarakat dan

an fungsi-fungsi pemerinwhan di perkotaan

dibentuk  Kelurahan untsk mempercepat

kesejahtraan masyamkat. Untuk itu
Kelurahan harus mempertimbangkan

a syarat administratif, syarat teknis dan syarat

dan Kefurahan




Selain dari para Lurah mempunyai tugas (1)
kegiatan pemerintah Kelurahan, (2).
masyarakat, (3). Pelayanan Masyarakat,
garaan ketentraman dan ketertiban ‘umum,
Maraan prasarana dan fasilitas umum;
h'm pelaksanaan tugas Lurah, dapat
. Eembaga Kemasyarakatan seperti Rukun
Swkun Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga
Masyarakat.

e
i

m beberapa istilah yang digunakan
Daerah ini dengan maksud
pengertian atas istilah-istilah tersebut
ar dalam penafsiran yang keliru;

' menyelenggarakan Rumah tangga sendiri
#ah hak otonomi asli desa untuk mengatur dan

. s Eepentingan masyarakat setempat sesuai
gam asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak

Kelurchan




‘dengan peraturan peruridang-undangan
S seperti penerapan hukum adat;

@maksud  dengan memperhatikan sarana
arakat adalah usul yang disetujui paling sedikit %
ik desa yang mempunyai hak piiih;

sud dengan potensi ekonomi dan kondisi
2 masyarakat adalah jenis dan jumlah
produksi; keanekaragaman status
Sk, mata pencaharian, perubahan nilai agraris
= dan industri serta menigkatnya volume




